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Abstrak
 

Berlakunya peraturan pelaksana Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pun menunjukkan adanya dukungan

Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong netralitas perpajakan produk

perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh)

atas imbalan sukuk dalam produk investasi sukuk negara/ ritel ditinjau dari asas kepastian hukum dan

netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada

narasumber sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mutatis

mutandis yang berlaku sesuai PP Nomor 25 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum bagi pengenaan

pajak atas penghasilan imbalan sukuk bagi investor dan pemberlakuan tarif PPh atas obligasi syariah yang

sama dengan obligasi netral dari segi pajak. Disarankan agar pemerintah membuat evaluasi yang terpisah

terkait penerimaan pajak tahunan kegiatan syariah dan non-syariah untuk melihat keseimbangan

ekonomi/pasar yang terjadi sehingga keputusan penyetaraan perlakuan pajak antara imbalan sukuk dan

bunga obligasi yang diterima investor tetap dipertahankan/tidak sesuai pertimbangan tersebut

......The enactment of implementing regulations for Article 31 D of Law Number 36 of 2008, namely PP

Number 25 of 2009 concerning Income Tax for Sharia-Based Business Activities also shows the support of

the Indonesian Government in providing legal certainty and encouraging tax neutrality of Islamic banking

products. This research aims to analyze the income policy (PPh) policy on the imbalance of sukuk in the

investment product of sovereign sukuk / review in terms of legal certainty and neutrality. The research is

conducted using quantitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The results of

this research indicate that the mutatis mutandis principle in accordance with Government Regulation No. 25

Year 2009 provides legal certainty for the imposition of taxes on the sukuk yield for investors and the

imposition of PPh rates on sharia bonds which are same as bonds, neutral from a tax perspective. It is

recommended that the government make a separate evaluation regarding the annual tax revenue for sharia

and non-sharia activities to see the economic / market balance that occurs so that the decision to equalize tax

treatment between sukuk returns and bond interest received by investors is maintained / not in accordance

with these considerations

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515078&lokasi=lokal

